BAB V
KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Setelah melakukan dan melalui analisa dan pembahasan mengenai analisa

perjanjian baku dalam kontrak baku elektronik KreditPlus berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan yang

relevan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Syarat dan Ketentuan layanan pembiayaan KreditPlus merupakan
kontrak baku, karena kontrak elektronik KreditPlus dibuat secara
sepinak oleh pelaku usaha yakni pihak KreditPlus. Mengenai klausul-
klausul yang terdapat di dalam kontrak baku elektroknik KreditPlus,
berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya
bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam bagian Syarat dan Ketentuan
kontrak baku KreditPlus yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan
yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang
pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen dan
berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen
atau dengan kata lain disebut sebagai Kklausula eksonerasi. Klausula-
Klausula tersebut antara lain dalam Syarat dan Ketentuan Bagian
Promosi Produk point ke-2, Syarat dan Ketentuan Bagian Pembatasan
Tanggung Jawab & Ganti Rugi angka 4 point ke-2 dan point ke-3, serta
Syarat dan Ketentuan Bagian Perubahan Dari Waktu ke Waktu.
Klausula-klausula ini  juga melanggar beberapa ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang lainnya. Adapun aturan-aturan
tersebut adalah Pasal 53 dan Pasal 57 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Pasal 22 POJK No.
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa
Keuangan. Hal ini terlihat pada hak dan kewajiban para pihak dalam
kontrak pembiayaan tersebut, karena terdapat ketidakseimbangan antara

kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dimana terdapat pembatasan
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kewajiban pelaku usaha berupa pengalihan tanggung jawab yang
seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha, dan pembatasan hak
konsumen yang seharusnya merupakan hak konsumen.

2. Akibat hukum vyang timbul dari pencantuman Klausula baku yang
merupakan  klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik
KreditPlus haruslah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika
ternyata masih terdapat Klausula baku yang berisi pengalihan tanggung
jawab dan tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, maka klausula tersebut adalah batal demi
hukum. Selain itu pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian
yang dialami konsumen vyang diakibatkan oleh pencantuman klauusla
baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam kontrak baku
elektronik  KreditPlus tersebut. Selain sanksi perdata, dapat juga
dikenakan sanksi pidana bagi Direksi PT sebagai penanggungjawab dan
perwakilan PT sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik pidana penjara dan pidana
denda kepada pihak KreditPlus atas pelanggaran pada Pasal 18 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 62
ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Saran
Berdasarkan analisa dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap
kontrak baku Lembaga Pembiayaan KreditPlus, maka terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan:

1. Pihak pelaku usaha yakni KreditPlus dalam hal ini seharusnya
memperbaiki ataupun mengubah beberapa klausula yang menyatakan
pengalihan, pembebasan, dan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha
yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha KreditPlus agar tidak
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula baku yang
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tercantum dalam kontrak baku KreditPlus tidak berpotensi merugikan
konsumen.

Masyarakat yakni konsumen yang ingin memakai sebuah barang
dan/atau jasa tertentu harus lebih memperhatikan klausula-klausula yang
terdapat dalam perjanjian/kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh
pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen dan pemakai jasa pembiayaan
konsumen dari KreditPlus harus lebih teliti terhadap klausula-klausula
yang tercantum dalam kontrak baku KreditPlus dan apa saja yang
menjadi Syarat dan Ketentuan di dalamnya. Konsumen juga harus
memperdalam  pengetahuan tentang hak-hak konsumen begitupula
dengan kewajiban-kewajiban konsumen, sehingga baik pihak pelaku
usaha dan konsumen dapat memenuhi prestasi masing-masing tanpa
pengalinan, pembatasan, dan pembebasan tanggung jawab yang dapat

merugikan kedua pihak.
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